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PERDA NO. 4, LD TAHUN 2025/NO. 4, TLD 142, 46 HALAMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK -

Bahwa pengelolaan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang terkelola berdasarkan
asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai,
sehubungan dengan adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
diakomodir beberapa kebutuhan dalam pengelolaan barang milik daerah,
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah dibutuhkan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6797), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350), Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076), dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32).

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur mengenai Perubahan ketentuan pada pasal 1,
diatur mengenai perubahan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 2
(dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, diatur mengenai perubahan pasal
7, diatur mengenai perubahan pasal 8, diatur mengenai perubahan pasal 9,
diatur mengenai perubahan ketentuan pasal 13 ayat (5), diatur mengenai
perubahan pasal 21, diatur mengenai perubahan pasal 24, diatur mengenai
perubahan pasal 33, diatur mengenai perubahan pasal 34, diatur mengenai
perubahan pasal 37, diatur mengenai perubahan pasal 38, diatur mengenai
perubahan pasal 40, diatur mengenai perubahan pasal 56, diatur mengenai
perubahan pasal 57, diatur mengenai perubahan pasal 58, diatur mengenai
perubahan pasal 58 ayat (2), diatur mengenai perubahan pasal 69 ayat (2) huruf
b, diatur mengenai perubahan pasal 71, diatur mengenai perubahan pasal 72
ayat (1), diatur mengenai perubahan Pasal 73 ayat (4), diatur mengenai
perubahan pasal 74, diatur mengenai perubahan Pasal 77, diatur mengenai pasal
80 ayat (1), diatur mengenai perubahan pasal 83, dan diatur mengenai
perubahan pasal 98 ayat (2).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2025.
Penjelasan: 13 halaman.



